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RINGKASAN 

 

 

 

Skripsi dengan judul Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi 

Krisis Keuangan dan Korupsi pada Era Booming Minyak 1966-1976. Masalah yang 

akan dikaji yaitu: 1) Bangkitnya Perkembangan perusahaan perminyakan Indonesia 

sebelum tahun 1965; 2) Bagaimana posisi pertamina setelah adanya kontrak bagi hasil 

dalam perdagangan minyak dan internasional, meskipun Indonesia mengalami era 

booming minyak. 3) Mengapa Pertamina menghadapi krisis keuangan tahun 1974-

1975; 4) Bagaimana usaha-usaha Pemerintah menghadapi krisis tersebut.  Untuk 

mengkaji masalah tersebut digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan, 

yaitu; a) heuristik, mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah, baik sumber 

primer maupun sumber skunder. b) kritik sumber, proses yang dilakukan untuk 

mendapatkan otentisitas dan kredibilitas sumber. c) interpretasi menafsirkan dan 

menyusun antara fakta satu dengan lainya. d) historiografi, proses penulisan kembali 

peristiwa sejarah. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan ilmu politik dan ilmu 

ekonomi untuk mengkaji kebijakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis 

keuangan pertamina dan menganalisis apa saja yang menjadi penyebab krisis keuangan 

pertamina di bawah pimpinan Ibnu Sutowo. 

Sejak tahun 1968 Pertamina menjadi satu-satunya Perusahaan Milik Negara 

yang mengelola penambangan minyak di Indonesia. Pertamina diharapkan mendukung 

program dan lembaga Pemerintah Orde Baru dalam pelaksanaan Pembangunan. 

Embargo minyak OPEC berdampak pada industri minyak Indonesia, dan membuat era 

booming minyak sekitar 1970 hingga 1973. Peningkatan devisa melalui sektor minyak 

telah meningkat sebesar 70%. Namun pada akhir 1974 hingga 1975, Pertamina masuk 

ke masa krisis. Karena Pertamina tidak bisa melunasi utang jangka pendek dan jangka 

panjang. Selain itu, ada indikasi korupsi yang dilakukan oleh dewan direksi Pertamina 

yang menyebabkan utang Pertamina dalam jumlah besar. 

 Krisis Pertamina ini diawali dengan pengungkapan Pertamina telah gagal 

membayar hutang pada waktu yang telah dijadwalkan. Perkiraan nilai aset yang 

diakuisisi dan biaya kotor akuisisi Pertamina harus diaudit namun Pemerintah 

Indonesia tidak mempunyai informasi akuntansi dari Pertamina dan Pemerintah 

Indonesia tidak bisa menembus keuangan Pertamina.  Pertamina mengoperasikan enam 

sistem akuntansi yang tidak terkoordinasi. Pertamina menghabiskan biaya jutaan dolar 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia tetapi tidak diimbangi dengan aset riil.   

Pemerintah Indonesia mengambil alih dan membayar utang jangka pendek dan jangka 

panjang Pertamina yang jumlahnya sangat besar sebelum akhir September 1975. 

Dengan demikian negara harus menanggung beban krisis utang yang tinggi. 
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SUMMARY 

 

 

 

This minor thesis is entited Indonesia Petroleum Development: Pertamina Facing the 

Financial Crisis and Corruption in the Oil Booming Era 1966-1976 (Perkembangan 

Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi pada 

Era Booming Minyak 1966-1976). In this minor thesis , there are several problems that 

will be discussed to include: 1) The development of Indonesian petroleum companies 

before 1965; 2) What is Pertamina's position after the sharing of production sharing 

contracts in oil and international trade, even though Indonesia is experiencing an era of 

oil boom. 3) Why the Government faced the 1974-1975 pertamina crisis; 4) How the 

Government's efforts dealt with the crisis. To examine the problem is used a critical 

historical method consisting of four stages, namely; a) heuristics, seeking and 

collecting historical sources, both primary and secondary sources. b) source criticism, 

the process undertaken to gain source authenticity and credibility. c) interpretation 

interpret and compile between facts with each other. d) historiography, the process of 

rewriting historical events. Thus, in writing this paper using the approach of political 

science and economics to examine the policy of government policy to overcome 

financial crisis pertamina and analyze what causes the financial crisis pertamina under 

the leadership of  Ibnu Sutowo. 

 Since 1968 Pertamina has become the only State-Owned Company that 

manages oil mining in Indonesia. Pertamina is expected to support the programs and 

institutions of the New Order Government in the implementation of Development. 

OPEC oil embargoes impacted the Indonesian oil industry, and made an oil boom era 

from 1970 to 1973. The increase of foreign exchange through the oil sector has 

increased by 70%. However, in late 1974 to 1975, Pertamina went into crisis. Because 

Pertamina can not pay off short-term debt and long term. In addition, there are 

indications of corruption perpetrated by the Pertamina board of directors that caused 

Pertamina's large debts. 

 Pertamina crisis begins with the disclosure Pertamina has failed to pay the 

debt at the scheduled time. The estimated value of the acquired asset and the gross cost 

of the acquisition of Pertamina must be audited but the Government of Indonesia does 

not have any accounting information from Pertamina and the Government of Indonesia 

can not penetrate Pertamina's finances. Pertamina operates six uncoordinated 

accounting systems. Pertamina spends millions of dollars spent by the Government of 

Indonesia but is not offset by real assets. The Indonesian government took over and 

repayed Pertamina's short-term and long-term debts before the end of September 1975. 

Thus the state had to bear the burden of the high debt crisis. 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang dan Permasalahan 

Pada 1970-an Indonesia termasuk berada di barisan depan dalam pengembangan 

minyak dunia. Pertamina yang merupakan perusahaan minyak negara mengawasi 

lebih dari 20 perusahaan minyak di Indonesia berdasarkan perjanjian kontrak bagi 

hasil. Pertamina memenuhi kebutuhan minyak di pasaran dalam negeri dan luar 

negeri. Produksi minyak Indonesia terus meningkat, dalam periode yang sama 

harga minyak dunia juga mengalami peningkatan. Berdasarkan presentase 

pendapatan nasional, kontribusi minyak mengalami  peningkatan dari 5% pada 

tahun 1966 menjadi 31% pada tahun 1971.1 

 Minyak dan fluktuasi harganya memberikan pengaruh yang sangat vital 

pada hampir semua aktivitas makroekonomi, karena minyak merupakan salah satu 

energi utama yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung dalam 

memproduksi barang dan jasa. Minyak menjadi sumber energi teratas untuk 

menopang proses produksi dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Fluktuasi 

harga minyak sangat sensitif dengan kondisi perekonomian atau pertumbuhan 

ekonomi di setiap negara dan tidak ada satu negarapun yang tidak tergantung pada 

minyak dan mampu secara serta merta menurunkan konsumsinya akibat kenaikan 

harga.2 

Melonjaknya harga minyak disebabkan oleh peperangan di Timur Tengah 

sehingga menimbulkan kekacauan politik dan tindakan boikot dari Organisasi 

Negara-negara Pengekspor Minyak Bumi  OPEC (Organization of the Petroleum 

Exporting Countries) yaitu sebuah organisasi yang bertujuan menegosiasikan 

                                                             
1Anthony Goldstone “What Was the Pertamina Crisis?” Journal Southeast 

Asian  (Insitutte of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1977), hlm. 122-132. 

 
2Djisman Simanjutak, “Kemungkinan Kenaikan Harga Minyak Bumi”, 

Prisma, Agustus 1971, hlm. 7. 
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masalah-masalah mengenai produksi, harga dan hak konsesi minyak bumi dengan 

perusahaan-perusahaan minyak.3 

 Pemerintah Indonesia mengalami era booming minyak yang sangat 

menguntungkan karena harga minyak dunia mengalami kenaikan tajam. Namun 

demikian, Pertamina justru menghadpi krisis keuangan pada era ini. Produksi 

minyak yang tinggi dan kebutuhan minyak yang masih rendah membawa Indonesia 

menjadi Negara ketujuh yang bergabung dengan Organization of Petroleum 

Exporting Countries (OPEC). Indonesia bergabung tepat setelah Qatar dan lima 

Negara pendiri, yaitu Saudi Arabia, Iran, Irak, Kuwait, dan Venezuela.  

Pada awal 1970-an terjadi perubahan revolusioner dalam perimbangan 

kekuatan dalam masalah penguasaan minyak. Perusahaan-perusahaan barat yang 

berpuluh-puluh tahun telah menguasai dunia perminyakan dari mulai eksplorasi 

hingga pemasaran minyak mulai terdesak. Dengan adanya embargo yang dilakukan 

oleh  OPEC menjadikan harga minyak naik dan minyak menjadi langka atau biasa 

disebut krisis minyak dunia. 

Naiknya harga minyak dalam periode krisis minyak memberikan keuntungan 

yang relatif sangat besar kepada Indonesia. Kekurangan pasokan minyak di seluruh 

dunia mengakibatkan harga komoditas minyak di pasar global melonjak dalam 

waktu singkat. Pada saat itu arus kas Pertamina sangat besar. Semakin lama, 

Pertamina melakukan pinjaman jangka pendek, dan mengandalkan kas Pertamina 

untuk melakukan pembayaran hutang.  

Krisis keuangan Pertamina menjadikan perekonomian Indonesia terpaksa 

berkonsentrasi pada krisis Pertamina setidaknya selama satu tahun, Posisi hutang 

internasional Indonesia dengan cepat berubah dari kuat menjadi goyah karena 

tekanan politik dan keberpihakan Pemerintah yang  diakibatkan oleh jatuhnya 

Pertamina. Pemerintah Indonesia harus membayar hutang jangka pendek. 

Perubahan tersebut, menjadi hal yang sangat menarik untuk dikaji. Berdasarkan hal 

ini, maka skripsi ini akan mengkaji perubahan yang terjadi akibat krisis minyak 

                                                             
33Djisman Simanjutak, “Kemungkinan Kenaikan Harga Minyak Bumi”, 

Prisma, Agustus 1971, hlm. 8. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Minyak_bumi
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tersebut dalam kajian historis. Adapun permasalahan yang diajukan dalam skripsi 

ini adalah sebagai berikut; 

1. Bagaimana perkembangan perusahaan perminyakan Indonesia dari masa 

kolonial hingga orde baru ? 

2. Bagaimana posisi Pertamina setelah adanya Kontrak Bagi Hasil? 

3. Mengapa Pertamina mengalami krisis keuangan yang seharusnya 

memberikan surplus untuk  Indonesia pada  era booming minyak ? 

4. Bagaimana usaha-usaha Pemerintah menghadapi krisis tersebut? 

 

B. Ruang Lingkup 

Setiap peristiwa sejarah selalu memiliki lingkup spasial dan temporal (ruang dan 

waktu), keduanya merupakan faktor yang membatasi gejala sejarah tertentu sebagai 

suatu kesatuan.4 Ruang lingkup ini dibatasi dengan tujuan agar penelitian yang 

dilakukan dapat terlaksana dengan mudah, lebih relevan, serta dapat 

dipertanggungjawabkan.5 Penelitian sejarah mengenal tiga ruang lingkup yakni 

lingkup temporal, lingkup spasial dan lingkup keilmuan, ketiga batasan tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

 Scope spatial atau ruang lingkup geografi membatasi kajian geografis dari 

sisi atau tempat terjadinya peristiwa. Batasan spatial yang digunakan dalam 

penulisan ini yaitu nasional, karena dalam peristiwa ini mencakup banyak 

melibatkan unsur negara sehingga menyebabkan dinamika dalam stabilitas 

nasional. Menurut Undang-undang Nomer 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan 

Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dikeluarkan pada 15 September 

1971, Pertamina merupakan perusahaan minyak dan gas bumi nasional yang 

bergerak di bidang pengusahaan minyak dan gas bumi yang meliputi eksplorasi, 

                                                             
4Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah 

(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 130. 

5Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Madar 

Maju, 1990), hlm. 19. 
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eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, pengangkutan serta penjualan pada tingkat 

nasional.6 

 Ruang lingkup temporal merupakan pembatasan kurun waktu terjadinya 

peristiwa yang akan diteliti. Penulisan skripsi ini memiliki batasan waktu 1965 

sampai 1976. Tahun 1965 dipilih sebagai batas awal kajian dengan alasan bahwa 

tahun ini merupakan pertama kali penerapan Kontrak Bagi Hasil. Dasar bagi hasil 

tersebut adalah karena investasi yang membutuhkan biaya yang sangat besar , 100% 

ditanggung penuh oleh Kontraktor. Negara sama sekali tidak menanggung 

kerugian, bila kontraktor tidak menemukan cadangan migas di perut bumi, meski 

kontraktor sudah mengeksplorasi bertahun-tahun dan sudah menghabiskan dana 

yang cukup besar. Kerugian tersebut 100% penuh menjadi tanggungan kontraktor.  

Antara tahun 1966 dan 1975, sekitar enam puluh kontrak bagi hasil telah 

ditandatangani dan sampai akhir tahun 1975, diperkirakan US $ 4 miliar 

diinvestasikan ke sektor minyak. Antara tahun 1967 dan 1974, produksi meluas tiga 

kali lipat, mencapai rata-rata 1-5 juta barel per hari.7 Tahun 1976 dijadikan batas 

akhir pada penelitian ini dengan alasan pada tahun ini Ibnu Sutowo diberhentikan 

oleh Presiden Soeharto dan digantikan oleh Piet Harjono dikarenakan krisis 

keuangan Pertamina sehingga Pertamina mempunyai hutang U$$ 10,6 miliar 

berdasarkan audit pemerintah. Kemudian masa Piet Harjono telah dilakukan 

perubahan organisasi berdasarkan Keppres RI Nomor 44 tahun 1975 tentang 

Pokok-pokok Organisasi Pertamina.8 

 Adapun ruang lingkup keilmuan dalam skripsi ini adalah sejarah politik 

ekonomi. Sejarah ekonomi digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis 

suatu aktivitas ekonomi dalam bidang perminyakan yang dilakukan oleh Pertamina 

dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak di dalam negeri maupun di luar negeri. 

                                                             
6Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan 

Minyak Dan Gas Bumi Negara. 

 
7 Anthony Goldstone, “What Was the Pertamina Crisis?” Journal Southeast 

Asian Affairs,  (Insitutte of Southeast Asian Studies (ISEAS), 1977), hlm. 122-132. 

 
8 R. Djokopranoto, Merajut Karya Mengukir,,, hlm. 79. 
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Adapun lingkup politik karena penelitian ini juga menganalisis unsur-unsur 

kebijakan politik dalam hal kebijakan-kebijakan politik yang diputuskan oleh 

pemerintah dalam usaha mengatasi krisis Pertamina. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, untuk 

memperjelas fokus analisis, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut, yang 

pertama, menjelaskan perkembangan perminyakan Indonesia sebelum tahun 1966. 

Kedua, mendeskripsikan kedudukan perusahan minyak di Indonesia sebagai 

penopang pembangunan ekonomi pada masa orde baru. Ketiga, menganalisis 

dampak berkembangnya perusahaan minyak negara terhadap krisis keuangan 

ditengah booming minyak yang seharusnya mendatangkan keuntungan karena 

krisis minyak dunia, minyak bumi Indonesia bisa di ekspor ke luar negeri, karena 

pada saat itu minyak bumi Indonesia melimpah  yang seharusnya mendatangkan 

keuntungan bagi Indonesia justru sebaliknya Pertamina berhutang milyaran juta 

dolar pada bank luar negeri. Keempat, memaparkan bagaimana usaha pemerintah 

Indonesia menangani krisis keuangan Pertamina. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Penelitian tentang  Pertamina menghadapi krisis keuangan dan korupsi pada era 

booming minyak penting untuk dilakukan, karena sejauh penelusuran penulis 

hingga saat ini belum ada kajian yang membahas secara deskriptif-analitis dan 

komprehensif tentang krisis keuangan dan korupsi Pertamina yang ditimbulkan dari 

periode booming minyak bagi Indonesia. Penyebab-penyebab korupsi atau krisis 

keuangan serta bagaimana upaya pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan 

yang berdampak bagi perekonomian Indonesia serta posisi Pertamina setelah 

dilanda krisis keuangan pada periode kepemimpinan Ibnu Sutowo, berikut dengan 

latar belakang krisis keuangan Pertamina serta setting historis tentang kiprah 

Pertamina bagi pembangunan Indonesia dimasa orde baru. 

 Beberapa kajian atau tulisan baik yang berkaitan dengan Pertamina dan 

krisis keuangan serta peran dan kebijakan pemerintah dalam menangani krisis 
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Pertamina penting untuk dikemukakan di sini. Antara lain sebagai referensi atau 

informasi ilmiah yang relevan untuk mengetahui sejauh mana penelitian ini, 

tinjauan pustaka terhadap kajian tersebut perlu dikemukakan agar bisa diketahui 

sisi-sisi mana saja yang belum dan telah ditelaah, supaya penulis dapat menunjukan 

orisinalitas kajian dari skripsi ini. 

 Buku pertama, adalah  Pertamina dari puing-puing ke masa depan refleksi 

& visi, 1957-1997.9 Buku yang diterbitkan oleh Humas Pertamina ditulis oleh 

Taufiq Ismail, Rais M.A. dan  Hamid Jabbar.  Secara garis besar buku ini membahas 

dengan cukup komprehensif mengenai sejarah dan dinamika Pertamina. Buku ini 

memberikan deskripsi tentang refleksi Pertamina dari latar belakang terbentuknya 

perusahaan minyak masa kolonial hingga masa kejayaan minyak Indonesia hingga 

orde baru.  

 Relevansi buku pertama terhadap skripsi ini yaitu, buku ini dapat 

memberikan gambaran untuk mendeskripsikan setting historis perkembangan 

perusahaan minyak bumi nasional dari masa kolonial hingga masa orde baru. 

 Perbedaan yang mencolok dan mendasar antara pustaka tersebut dengan 

skripsi yang penulis susun ini ialah lingkup temporal dan fokus kajian. Skripsi ini 

akan mendeskripsikan perkembangan Pertamina menjadi sumber utama 

penghasilan devisa negara bahkan hingga memiliki hutang jangka pendek pada 

bank luar negeri pada masa orde baru.  

Pustaka yang kedua adalah buku yang berjudul  Pertamina Perusahaan 

Minyak Nasional, karya Anderson G. Bartlett dkk.10 merupakan buku yang 

memaparkan arti penting minyak bumi dan perusahaan minyak bumi untuk 

ekonomi dan pembangunan negara, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 

dikumandangkan. 

 Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini yaitu pembahasan mengenai 

perminyakan Indonesia pada masa orde lama dan orde baru serta kebijakan 

                                                             
9Taufiq Ismail, Pertamina Dari Puing-Puing Kemasa Depan Refleksi & Visi 

1957-1997,  (Jakarta :Hupmas Pertamina,1997). 

 
10Anderson G. Bartlett, Pertamina Perusahaan Minyak Nasional  

(Jakarta:Inti Idayu Pers, 1986) 
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pemerintah mengenai kontrak karya pada era Soekarno dan kontrak bagi hasil 

dalam era Soeharto serta daftar perusahaan asing yang melakukan kerja sama/ 

investasi di Indonesia yang baru saja merdeka. Secara kronologis, investasi 

perusahaan asing sebagai pembuka jalan kejayaan minyak Indonesia pada awal 

1970-an, karena pendapatan negara bertambah. 

 Relevansi buku kedua terhadap skripsi ini adalah memuat penjelasan 

mengenai kemampuan Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara di dunia 

secara ekonomi dan teknologi meskipun Indonesia baru merdeka, Indonesia mampu 

berinteraksi dengan negara-negara yang sudah maju, seperti Amerika, Jepang, dan 

Negara-negara Eropa. 

 Perbedaan antara buku kedua dengan skripsi ini yaitu, pembahasaan dalam 

buku ini lebih memfokuskan kepada penjelasaan mengenai keseluruhan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan  minyak negara dari produksi hingga distribusi 

serta alat dan aset yang dimiliki perusahaan minyak negara untuk produksi dan 

distribusi serta dinamika perubahan kebijakan dari setiap pemimpin direksi serta 

presiden. Berbeda dengan skripsi ini yang pembahasanya lebih memfokuskan pada 

penjelasaan mengenai ekspor/ distribusi minyak Indonesia ke luar negeri yang 

menghasilkan devisa bagi negara dengan jumlah banyak, namun memiliki banyak 

hutang. 

 Buku ketiga adalah Merajut Karya Mengukir Sejarah Memoar Alumni 

Pendidikan Ahli Minyak Tentang Peran dan Sumbangasihnya Dalam 

Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi,11  yang ditulis oleh Richardus 

Djokopranoto, Soejono Endropoetro, Sri Widharto dan diterbitkan oleh Ikatan 

Keluarga Alumni Pendidikan Ahli Minyak. Buku ini berisi sumbang asih para ahli 

minyak bumi Indonesia untuk mencari sumur minyak dan melakukan pengeboran 

yang mungkin banyak mengalami kegagalan. 

                                                             
11R. Djokopranoto, Soejono Endropoetro, Sri Widhanto, Merajut Karya 

Mengukir Sejarah Memoar Alumni Pendidikan Ahli Minyak Tentang Peran dan 

Sumbangasihnya Dalam Pengembangan Industri Minyak dan Gas Bumi, (Jakarta: 

Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Ahli Minyak 2009). 



8 

 

 

 Buku ini menjelaskan posisi perusahaan minyak nasional dengan 

diterbitkanya Undang-undang No.8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Minyak dan 

Gas bumi Negara, tugas dan kewajiban perusahaan minyak nasional dan peranan 

perusahaan minyak bagi bangsa Indonesia dan pencapaian perusahaan minyak 

nasional dalam pembangunann sebuah bangsa yang baru saja merdeka. 

 Perbedaan buku ketiga dengan skripsi ini yaitu, buku ini lebih memfokuskan 

peranan dan sumbang asih geologis/ahli minyak dalam perminyakan Indonesia, dan 

tokoh-tokoh dalam perminyakan. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas 

perkembangan minyak dan direksi dari yang sederhana hingga kompleks serta 

fokus terhadap sebab dan akibat dari krisis minyak. 

 Pustaka yang keempat adalah buku yang berjudul Tajuk-tajuk Mochtar 

Lubis di Harian Indonesia Raya Seri II: Korupsi dan Ekonomi, Pendidikan dan 

Generasi Muda, Hukum, ABRI.12 yang diterbitkan oleh Yayasan Obor. Buku ini 

terdiri dari beberapa artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah khususnya pada 

era Orde Baru dan dugaan korupsi yang dilakukan Ibnu Sutowo dalam tubuh 

Pertamina serta kelambatan pemerintah dan lembaga hukum yang menangani kasus 

tersebut. 

 Kelebihan yang dimiliki oleh buku ini yaitu pembahasan dalam buku ini 

cukup luas dan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam setiap artikel, 

karena buku ini memuat artikel dengan tema yang berbeda-beda namun tajam 

dalam menelaah setiap kasus, 40% artikel dalam buku ini fokus menyoroti kasus 

Pertamina khususnya pada tahun 1965-1970-an. 

 Relevansi buku keempat dengan skripsi ini yaitu, buku ini memberi 

penjelasan mengenai penyelewengan yang terdapat dalam direksi-direksi 

Pertamina yang dilakukan oleh Ibnu Sutowo dan kritikan terhadap pemerintahan 

yang dipimpin oleh Soeharto. 

                                                             
12Muchtar Lubis, Tajuk-tajuk Mochtar Lubis di Harian Indonesia Raya Seri 

II: Korupsi dan ekonomi, pendidikan dan generasi muda, hukum, ABRI (Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia 1997). 
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 Perbedaan antara buku keempat dan skripsi ini yaitu, buku ini sebagian 

besar fokus mengkritik pemerintahan Soeharto dan Lembaga Hukum yang 

cenderung bersifat objektif, berbeda dengan skripsi ini yang fokus pembahasanya 

adalah penyebab krisis dalam tubuh Pertamina dan usaha untuk menangani krisis 

tersebut. 

 Karya kelima adalah sebuah jurnal dari William Ascher yang berjudul From 

Oil to Timber: The Political Economy off-Budget Development Financing in 

Indonesia.13 Artikel ini memuat penjelasan mengenai pengalokasian dana dari 

sumber daya alam sektor minyak dan hutan, yang tidak dilakukan pencatatan 

akuntansi atau sebagai sumber dana non-budgedting pada era Orde Baru masa 

Pemerintahan Soeharto. 

 Kelebihan yang dimiliki artikel ini adalah pembahasan mengenai lalau-

lintas keluar masuk kas keuangan negara salah satunya adalah Pertamina, namun 

tidak dilaporkan atau disetorkan kepada Pemerintah Indonesia dan dana-dan 

pembangunan dimana anggaran dibuat lebih besar daripada kebutuhan yang 

aslinya. 

 Relevansi artikel ini terhadap skripsi ini yaitu, artikel ini memberikan 

gambaran mengenai keuangan Pertamina yang korupsi di tubuh Pertamina sebagai 

penyebab krisis keuangan Pertamina, Pertamina menjadi sumber dana segar untuk 

Angkatan Darat, Pemerintah dan beberapa tokoh pemangku kepentingan pada saat 

Orde Baru. 

 Perbedaan antara artikel ini dengan skripsi ini yaitu pembahasan dalam 

artikel karya William Ascher sebagian besar fokus terhadap Rencana Pembangunan 

Lima Tahun era Soeharto dan pembiayaan dana kampanye politik 1971 yang 

memanfaatkan kekuatan politik dan sumber daya alam termasuk minyak bumi 

Indonesia. Berbeda dengan skripsi ini yang pembahasanya lebih memfokuskan 

pada penjelasan mengenai krisis keuangan Pertamina yang disebabkan karena 

keluar masuknya arus keuangan Pertamina yang carut marut dan tidak dilakukan 

                                                             
13Bruce Glassburner, “In the Wake Of General Ibnu: Crisis in the Indonesian 

Oil Industry”, Journal Asian Survey, Vol. 16 No.12 (University California Press, 

1976). 
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pengauditan. Skripsi ini juga menjelaskan usaha-usaha Pemerintah Indonesia dalam 

menangani krisis Pertamina. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

Langkah yang sangat penting dalam membuat suatu analisis dalam rekonstruksi 

sejarah adalah dapat menyajikan suatu kerangka pemikiran yang mencakup 

penggunaan berbagai konsep dan teori yang dipakai dalam membantu jalanya 

penelitian dan analisis.14 Sejarah sebagai kisah yang mengkaji tentang kehidupan 

masyarakat tertentu tidak dapat berdiri sendiri sebagai ilmu yang mengkaji 

masyarakat, sejarah memerlukan disiplin ilmu lain dalam proses pendekatan 

terhadap objek penelitianya menggunakan dan memahami disiplin ilmu lain yang 

berkaitan dengan objek penelitian sangatlah penting bagi seorang peneliti, sebab 

akan berguna untuk membantu menyeleksi sumber-sumber sejarah, menjelaskan 

hubungan sebab akibat atau kausalitas, menjelaskan kondisi, serta hubungan 

keterkaitan dan urutan fakta-fakta yang ditemukan atau dengan kata lain 

merekonstruksi suatu peristiwa sejarah. Langkah terpenting dalam rekonstruksi 

sejarah adalah penyusunan kerangka pemikiran yang mencakup berbagai konsep 

dan teori,15 darimana sudut pandang yang digunakan, berbagai dimensi mana yang 

diperhatikan, dan unsur-unsur apa saja yang harus dikupas.16 Mengacu dari 

pandangan tersebut, untuk menganalisis Pertamina dalam menghadapi krisis 

keuangan akan digunakan beberapa konsep yang terkait.   

Secara konseptual pengertian perkembangan adalah suatu proses evolusi 

dari yang sifatnya sederhana ke arah sesuatu yang lebih kompleks melalui berbagai 

taraf diferensiasi yang sambung-menyambung. Dimulai dari perubahan-perubahan 

yang dapat ditelusuri sampai pada hasil peradaban akhir, didalam ke-semuanya 

                                                             
14Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah 

(Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2. 

 
15Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah 

(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 2. 

16Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial,,, hlm 4. 
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tersebut ada proses transformasi dari yang homogen ke heterogen dan ada faktor-

faktor yang memengaruhi.17 Pertumbuhan dalam suatu perusahaan dapat dilihat 

dari perubahan total aset yang dimiliki oleh perusahaan baik berupa peningkatan 

maupun penurunan aset perusahaan dalam satu periode. Suatu perusahaan dengan 

tingkat pertumbuhan yang tinggi dapat menandakan bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai kemampuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan untuk 

menghasilkan keuntungan atau laba yang diperoleh. Perusahaan dengan 

pertumbuhan yang tinggi menunjukan bahwa dengan sumber daya yang dimiliki 

bisa menghasilkan pertumbuhan yang baik. Perusahaan dengan tingkat 

pertumbuhan yang tinggi akan lebih memaksimalkan penggunaan sumber daya 

yang dimiliki.18 Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur 

pokok, yaitu: bentuk usaha (company) yang berupa organisasi atau badan usaha 

yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dan 

jenis usaha (business) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian 

(perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha 

secara terus menerus. 

Menurut Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 19 Tahun 

1960 Tentang Perusahaan Negara, perusahaan negara adalah suatu kesatuan 

produksi yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk 

pendapatan. Tujuan perusahaan negara ialah untuk membangun ekonomi nasional 

sesuai dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan 

                                                             
17Soejono Soekamto, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial, (Jakarta: 

Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 66. 

 
18Efrika Prihandini,  “Pengaruh free cash flow, pertumbuhan perusahaan 

kebijakan deviden, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap kebijakan hutang 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode200112015”(http://repository.ump.ac.id/1550/3/EFRIKA%20PRIHANDH

INI%2C%20BAB%20%20II, diunduh pada 04.59 WIB, 11 Februari 2018). 
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kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materil dan 

spirituil.19 

Keberadaan perusahaan negara sebagai salah satu pilar perekonomian 

Indonesia, didasarkan kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Definisi Perusahaan Negara adalah badan usaha atau perusahaan yang 

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan 

secara langsung yang berasal dari kekayaan negara.20 

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Perusahaan 

Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara. Pertamina adalah badan usaha yang 

modalnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia dan tidak dibagi menjadi saham 

dan tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan dan melaksanakan 

pertambangan dan komersialisasi minyak dan gas bumi di seluruh wilayah 

pertambangan Indonesia. Tugas dan kewajiban Pertamina adalah melaksanakan 

pengembangan dan pelaksanaan semua eksploitasi minyak dan gas bumi dalam arti 

seluas-luasnya untuk kemakmuran maksimal masyarakat dan negara serta 

menyediakan dan melayani kebutuhan domestik untuk produk minyak bumi dan 

gas bumi, yang diatur oleh Pemerintah.21 

 Perusahaan membutuhkan management untuk memperoleh keuntungan 

atau laba bagi organisasi, management yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas 

termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, 

kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya 

organisasi meliputi manusia, finansial, fisik dan informasi dengan maksud untuk 

mencapai tujuan perusahaan secara efisien dan efektif. Dalam sebuah manajemen 

                                                             
19Departemen Keuangan Republik Indonesia “Lembaran Negara Republik 

Indonesia No.19.1960 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 

Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara”  

(http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1960/19TAHUN~1960PERPU.HTM, di 

unduh pada 12 Februari 2018 pukul 19.00). 

 
20Ariata Westra, Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan 

Permasalahan, (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 1.  

 
21Lebih lanjut lihat lampiran A. 

  

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1960/19TAHUN~1960PERPU.HTM
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dipimpin oleh manager yaitu seseorang yang bertanggung jawab melakukan proses 

management dalam suatu perusahaan.22 Jika dilihat dari konsep tersebut, 

manajement dalam perusahaan minyak negara (Pertamina) dipimpin oleh seorang 

manajer/ Direktur Umum yaitu Ibnu Sutowo.  

 Korupsi berasal dari kata latin coruptio atau corrups yang secara harfiah 

berarti jahat atau buruk, sedangkan menurut Webster’s Third lnternational 

Dictionary, korupsi adalah perangsang terhadap seorang pejabat berdasarkan itikad 

buruk agar pejabat yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap 

kewajibanya.23 

 Pertamina berada dalam keadaan siklis, yaitu keadaan ketika kemajuan 

diikuti dengan kemunduran.24 Pertamina mengalami kemajuan di bidang 

perminyakan dibuktikan dengan ekspor minyak ke luar negeri. Pada waktu 

Pertamina mengalami kemajuan, permintaan minyak bertambah dan menyebabkan 

kenaikan harga minyak dunia tinggi namun biaya produksi tetap dan kenaikan harga 

menyebabkan untung Pertamina bertambah dan disebut dengan booming oil namun 

kemajuan tersebut menyebabkan Pertamina mengalami kemunduran karena krisis 

keuangan dalam tubuh Pertamina.  

Krisis keuangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengeluaran 

keuangan perusahaan lebih banyak daripada pendapatan, namun produksi tidak 

dapat diperluas lagi, dan pinjaman kepada bank luar negeri sudah jatuh tempo 

namun Pertamina tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman/ kewajibanya. 

Pada saat itu Pertamina terancam bangkrut (hampir gulung tikar), diikuti dengan 

kemunduran dibuktikan dengan adanya kemunduran dengan krisis keuangan.25 

                                                             
22Ricky W. Griffin, “Manajemen, Jilid I” (Boston, USA: Houghton Miffin 

Company, 2002), hlm. 27. 

 
23Edy Herry Pryhantoro, Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial kontemporer 

(Surabaya: Agra Vidya,2016), hlm. 34. 

 
24R. Djoerban Wachid, Pelajaran Ekonomi Catatan ke-13, (Yogyakarta: Hien 

Hoo Sing, 1980), hlm. 219. 

 
25R. Djoerban Wachid, Pelajaran Ekonomi Catatan ke-13, (Yogyakarta: Hien 

Hoo Sing, 1980), hlm. 223. 
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Robert Klitgraad dalam bukunya “Corrupt Cities” menyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan 

pribadi. Ia mengklasifikasikan korupsi menjadi dua; yaitu freelance dan sistematik. 

Tindakan korupsi dikategorikan freelance apabila individu atau kelompok 

mengambil keuntungan melalui kekuasaan yang dimilikinya, yang mendukung 

terjadi penyuapan. Tindakan korupsi dikategorikan sistematik jika tindakan 

tersebut mengakibatkan kerugian ekonomi politik.26 

 Krisis keuangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jumlah hutang 

yang makin bertambah namun pendapatan tetap/ stagnan. F. Engels 

menggambarkan keadaan krisis seperti lalu lintas yang berhenti , pasar-pasar penuh 

barang, barang bertimbun-timbun dan tak dapat dijual, uang lenyap dari peredaran, 

kredit tak ada lagi.27 

Perkembangan Pertamina dengan mengekspor minyak ke luar negeri dan 

mendapatkan keuntungan yang cukup besar diikuti dengan krisis keuangan dan 

inilah yang dalam hipotesis penulis telah mengindikasikan adanya korupsi dalam 

tubuh Pertamina, khususnya yang terkait dengan pengeluaran perusahaan yang 

tidak teraudit. Rangkaian konsep dan pemikiran inilah yang penulis gunakan untuk 

memandu pembahasan dalam skripsi ini. 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan politik. 

Pendekatan ini berguna untuk menganalisis suatu tindakan pengambilan kebijakan 

oleh pemerintah dikarenakan krisis keuangan Pertamina yang diduga terdapat 

korupsi dalam tubuh Pertamina. Korupsi yang dimaksud di sini adalah sebagai 

kejahatan keuangan, penyalahgunaan uang untuk kepentingan pribadi dan 

kelompok, perilaku direksi Pertamina yang secara tidak sah dan tidak wajar 

                                                             
26Edy Herry Pryhantoro, Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer 

(Surabaya: Agra Vidya, 2016), hlm. 34. 

 
27Edy Herry Pryhantoro, Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial 

Kontemporer, hlm. 34. 
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memperkaya diri sendiri dan teman-temanya melalui penyalahgunaan kekuasaan 

yang mereka pegang.28 

 

F. Metode Penelitian 

Ilmu sejarah memiliki metode penelitian yang berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya 

serta memiliki kekhasan tersendiri pada setiap tahapnya. Oleh karena hal tersebut 

tidaklah mengherankan jika metode sejarah diartikan sebagai suatu sistem dari cara-

cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah.29 Untuk menyusun skripsi 

dalam rangka mengikuti metode penulisan sejarah .30 Metode sejarah terdiri dari 

empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. 

Heuristik merupakan langkah awal dari penelitian ini yang berisikan 

kegiatan pengumpulan sumber sejarah. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah 

melakukan pencarian dan pengumpulan sumber ke berbagai tempat yang dinilai 

relevan dalam mengakses data yang dibutuhkan. Pengumpulan sumber dilakukan 

dengan metode penggunaan bahan dokumen. Penelitian bahan dokumen dilakukan 

di sejumlah perpustakaan dan lembaga kearsipan di Indonesia. Lembaga 

perpustakaan yang dikunjungi sebagai tempat penelitian adalah: PNRI 

(Perpustakaan Nasional Republik Indonesia), Perpustakaan Ibnu Sutowo 

(Perpustakaan Pertamina Pusat), Perpustakaan Ibnu Sutowo Pertamina Pusat 

jakarta, Jogja Library Centre (JLC), Perpustakaan Kolese Santo Ignatius 

Yogyakarta, Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Widya Puraya Universitas 

Diponegoro. Penelitian di lembaga arsip: ANRI (Arsip Nasional Republik 

Indonesia). Sumber sejarah yang diteliti meliputi: surat kabar-surat kabar sezaman, 

proses verbal,data kepemilikan aset,dan data-data hukum tentang perminyakan dan 

                                                             
28Diana Napitupulu,  KPK in Action,  (Depok: Raih Asa Sukses,2000), hlm. 

12. 

 
29Wasino, Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah, (Semarang: Unnes Press, 

2007), hlm.  9. 

30Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah. Diterjemahkan oleh Nugroho 

Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1975), hlm. 15. 
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gas bumi di Indonesia. Sumber primer diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) 

data ekspor impor minyak dan gas bumi Indonesia pada tahun 1972-1976 ketika 

pada saat itu Indonesia sedang menikmati masa booming minyak, sumber primer 

didapat dari (ANRI) Arsip Nasional Republik Indonesia pada tahun 1957-1977 

berita resmi terbitan pemerintah yang sezaman dan relevan dengan permasalahan 

Nasionalisasi,  pembentukan organisasi Pertamina dan Indonesia bergabung dengan 

OPEC, berita dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ASSUS (Asisten Sekretaris 

Negara Urusan Khusus), Marzuki Arifin SE, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), 

Lambertus Nicodemus Palar, Ekubang. Sumber Primer selain berupa arsip dari 

koleksi Arsip Delegasi, Arsip Konstitueante, Arsip Kabinet Perdana Menteri RI 

dan Arsip Kabinet Presiden RI, Peraturan dan Undang-Undang merupakan sumber 

yang banyak digunakan dalam penelitian ini. Sumber-sumber ini antara lain UUD 

1945, UUDS 1950, Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara, Himpunan 

Peraturan Perundang-Undangan tentang Pertamina, Perminyakan dan Gas Bumi 

serta Peraturan Pemerintah yang terkait. Terbitan sezaman juga menjadi sumber 

rujukan dalam penelitian ini, terutama dari surat kabar dan majalah. Surat kabar 

sezaman tersebut antara lain: Kompas, Pikiran Rakyat, dan Suara Merdeka. 

Majalah sezaman meliputi: Warta Pertamina, Prisma , dan Analisa. Majalah 

Prisma dan Analisa diperoleh dari Perpustakaan Ignatius yang terletak di Kota 

Baru, Yogyakarta.  

Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern 

berfungsi untuk menentukan otentitas sebuah sumber sejarah. Kritik intern 

berfungsi untuk menentukan kredibilitas atau kebenaran dari informasi  sebuah 

sumber sejarah.31 Dalam skripsi ini, kritik ekstern digunakan untuk meneliti 

keaslian sumber dari segi fisiknya, oleh karena banyaknya dokumen yang 

dikeluarkan oleh Lembaga Kearsipan merupakan salinan dari aslinya, maka harus 

dikoroborasi dengan sumber lainya.  Hal ini dilakukan dengan memeriksa kondisi 

sumber mulai dari cover, kertas, tulisan, dan segala bentuk yang mendeskripsikan 

                                                             
31Nugroho Notosusanto, Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer: Suatu 

Pengalaman,  (Jakarta:Inti Idayu Press, 1984), hlm. 24. 
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keaslian fisik dari sumber tersebut. Kemudian kritik intern dalam skripsi ini 

digunakan untuk meneliti keaslian sumber dari segi isinya, hal ini dilakukan dengan 

cara menganalisis isi sumber agar dapat dipercaya kebenaranya. 

Interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta sejarah sumber-sumber 

yang ada, sehingga diperoleh pemahaman terhadap fakta tersebut. Fakta tersebut 

diperoleh dari hasil kritik ekstern dan kritik intern, sehingga memudahkan 

pemahaman dan analisis terhadap peristiwa sejarah. Untuk menginterpretasikan 

suatu aktivitas masa lampau diperlukan sikap objektif yang sangat tinggi dengan 

meninggalkan sikap subjektif yang berlebihan. Dalam skripsi ini, tahap interpretasi 

dilakukan dengan cara menganalisis fakta sejarah yang relevan dengan korupsi dan 

krisis Pertamina yang kemudian disintesiskan melalui imajinasi, penafsiran, dan 

pendekatan untuk mencari hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain dalam 

kerangka hubungan kronologis dan kausalitas. Dalam tahap ini penggunaan 

konsep-konsep dan pendekatan ilmu politik dan ekonomi berguna untuk membantu 

menjelaskan hubungan antar fakta korupsi dan krisis Pertamina dengan dampak yag 

ditumbulkan terhadap hutang Indonesia. 

Historiografi, merupakan penulisan sejarah. Dalam tahap ini fakta-fakta 

yang sudah diinterpretasikan, kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan sejarah 

dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar dapat dipahami 

dengan baik oleh pembaca. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Skripsi yang berjudul “Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina 

Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi pada Era booming Minyak 1966-1976“ 

ini diawali dengan “Pendahuluan” atau Bab I, yang di dalamnya memuat hal-hal 

yang menjadi dasar dan panduan dalam skripsi ini, yaitu latar belakang dan 

permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. 

 Berbagai persoalan penelitian yang diajukan dalam permasalahan pada Bab 

I, yang merupakan inti permasalahan dalam skripsi ini, akan dideskripsikan dan 

dianalisis pada Bab II sampai bab IV. Sebagai setting historis, skripsi ini 
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menguraikan tentang “Perkembangan Perusahaan Perminyakan Negara Sebelum 

Masa Orde Baru” didalam bab II, yang memuat seputar dinamika perusahaan 

perminyakan nasional dari masa kolonial, masa perjuangan hingga memasuki masa 

Orde Baru. Pembahasan ini disajikan untuk menggambarkan landasan historis 

beserta dinamika perkembangan perusahaan perminyakan Indonesia, supaya 

diperoleh pemahaman yang kontinuitas tentang eksistensi perusahaan perminyakan 

di Indonesia dari masa kemasa. 

 Pembahasan tentang “Kebangkitan Industri Minyak Nasional di Dalam 

Negeri dan Luar Negeri pada Masa Transisi dari Orde Lama Hingga Orde Baru” 

akan disajikan dalam Bab III, yang mengkaji seputar penggabungan semua 

perusahaan minyak di Indonesia menjadi sebuah perusahaan Nasional yang terpadu 

dalam mengolah minyak dari hilir hingga hulu yang sebelumnya bergerak sendiri-

sendiri. Selanjutnya, akan dibahas Kontrak Bagi Hasil (Contrac Product Sharing) 

yang dapat menghasilkan produksi minyak meningkat sehingga Indonesia mampu   

mengekspor minyak ke luar negeri dan Indonesia masuk dalam  dalam organisasi 

negara pengekspor minyak (OPEC). 

 Puncaknya, sebagaimana yang tertera dalam judul skripsi ini, fokus kajian 

dalam pembahasan terakhir ialah tentang “Krisis Keuangan Pertamina dan 

Korupsi pada Era Booming Minyak”. Bab IV ini akan menyajikan hasil analisis 

penulis terhadap krisis keuangan dan korupsi Pertamina dalam periode booming 

minyak yang harusnya menghasilkan keuntungan bagi Indonesia untuk 

pembangunan seluas-luasnya demi kepentingan rakyat Indonesia dan stabilitasi 

perekonomian Nasional, namun Pertamina dijadikan sapi perah Orde Baru di mana 

Pertamina membiayai proyek-proyek diluar bidang perminyakan dan membangun 

beberapa anak perusahaan untuk memperkaya diri sendiri. Pertamina menjadi 

tangan panjang Pemerintah untuk melakukan pinjaman-pinjaman luar negeri, dan 

menjadi sumber dana utama bagi Angkatan Darat hingga Pertamina mengalami 

krisis keuangan karena terlilit hutang jangka pendek pada salah satu bank di texas 

AS, dan karena adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh pimpinan Pertamina 

pada saat itu yaitu Jendral Ibnu Sutowo sehingga pemerintah turun tangan untuk 
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menyelsaikan hutang Pertamina serta perekonomian Indonesia menjadi terfokus 

pada Pertamina. 

 Bab Lima merupakan bab Kesimpulan. Bab ini merupakan jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang sebelumya diajukan pada latar belakang 

permasalahan. Jawaban tersebut dibahas secara mendalam di bab dua, tiga, dan bab 

empat. Kemudian dijelaskan secara singkat melalui kesimpulan dalam bab Lima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


